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Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3468 
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan 

Konvensi ILO Nomor 158 Tahun 1982 

 

Rekomendasi ILO Nomor 66 Tahun 1982 tentang Pemutusan Hubungan Kerja 

atas Inisiatif Pengusaha. 

 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja 

Di Perusahaan Swasta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2686. 

 

Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan  

 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan. 

 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat 

Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang 

Penyelesaian dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan 

Ganti Kerugian di Perusahaan 

 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor : Kep-78 /Men/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 tentang 

Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang 

Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan. 

 

 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor: Se.04/Men/Viii/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 

Perusahaan Lain 

 

H.I.R/R.Bg  

 

Website : 

 

http://www.dayamandiri.co.id/images/upload/File/RPP-Summary-INA.pdf 

 

https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57f231254dcfc/putusan-mk-ini-kabar-

baik-buat-pekerja 

 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ef3dcaacf2c6/putusan-mk-dan-

ragam-tafsir-tentang-upah-proses-phk-broleh-juanda-pangaribuan. 

 

http://www.dayamandiri.co.id/images/upload/File/RPP-Summary-INA.pdf
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57f231254dcfc/putusan-mk-ini-kabar-baik-buat-pekerja
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57f231254dcfc/putusan-mk-ini-kabar-baik-buat-pekerja
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ef3dcaacf2c6/putusan-mk-dan-ragam-tafsir-tentang-upah-proses-phk-broleh-juanda-pangaribuan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ef3dcaacf2c6/putusan-mk-dan-ragam-tafsir-tentang-upah-proses-phk-broleh-juanda-pangaribuan
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http://nasional.kompas.com/read/2016/12/17/19474191/lbh.jakarta.kasus.union.bu

sting.paling.banyak.diadukan.di.2016 

 

www.lexregis.com/menu=news7idn=460 

 

http://membantuanda-sdm.blogspot.com/2007/08/rpp-perubahab-perhitungan-

uang-pesangon.html? 

 

http://ortax.org/ortax/?mod=berita7page=show7id=369 

 

https://www.saldiisra.we.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-

legislator.html 

 

https://workerholoc.wordpress.com/200708/14/paket-rpp-pesangon-kalangan-

asuransi-masih-enggan-mengelola--premi pesangon-hukumonline/ 
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http://www.lexregis.com/menu=news7idn=460
http://membantuanda-sdm.blogspot.com/2007/08/rpp-perubahab-perhitungan-uang-pesangon.html
http://membantuanda-sdm.blogspot.com/2007/08/rpp-perubahab-perhitungan-uang-pesangon.html
http://ortax.org/ortax/?mod=berita7page=show7id=369
https://www.saldiisra.we.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator.html
https://www.saldiisra.we.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator.html
https://workerholoc.wordpress.com/200708/14/paket-rpp-pesangon-kalangan-asuransi-masih-enggan-mengelola--premi%20pesangon-hukumonline/
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